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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Tuhan 

menciptakan pria dan wanita untuk bertemu dan membangun sebuah keluarga yang 

mana sudah menjadi hukum dan kewajiban sebagai manusia mengikuti kehendak 

sang pencipta. Dalam membangun sebuah keluarga haruslah diawali dengan sebuah 

penyatuan yang disebut dengan ‘Perkawinan’. Perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ 

yang menurut bahasa indonesia berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Negara Indonesia berdasarkan 

Pancasila, dimana sila pertamanya ialah KetuhananYang Maha Esa, yang 

diwujudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia 

menyadari kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial, 

budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, melalui 

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan 

kebebasan kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan  yang sah. Namun kebebasan untuk membentuk 

keluarga tersebut, menghadapi suatu persoalan ketika berhadapan dengan kondisi 

ketika dua orang yang berbeda agama memiliki tujuan untuk melangsungkan 

perkawinan.2 

                                                           
1 Ahmad Atabik, Et.Al.,  “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam Vol. 5, No. 

2,”  Yudisia, Desember 2014, Hlm. 290.  
2 Anita Kamilah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri 

Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1,” TAHKIM, Maret 2018, Hlm. 122. 

Legalitas Perkawinan.., Ayryn Ovalianda Sentosa, Fakultas Hukum, 2023



2 
 

Secara umum terdapat dua pandangan mengenai kedudukan perkawinan 

beda agama dihadapan hukum positif di Indonesia. Pandangan pertama menyatakan 

bahwa perkawinan beda agama dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian 

perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Reglement op de 

Gemengde Huwelijken yang selanjutnya disebut GHR itu yang menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “Perkawinan antara orang-

orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” 

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan 

campuran ini perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi 

halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka 

perkawianan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan 

termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan 

pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.3 Pada sisi lain, setelah 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat 

dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena memang secara 

eksplisit tidak melarangnya karena hukum perkawinan ini tidak mengatur 

perkawinan beda agama.4 

Adapun Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan 

berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan 

Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), 

Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 

1898) atau GHR dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 

sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku. 

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan 

beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan, perkawinan campuran 

dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda.  

                                                           
3 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?, Tangerang: Alvabet, 2016, Hlm. 

166 
4 Ratno Lukito, Trapped Between Legal Unification and Pluralism, Singapore: ISEAS, 2009, 

Hlm. 34-35. 
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Dalam Undang-Undang Perkawinan pengertian perkawinan campuran 

terdapat dalam pasal 57 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah 

perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena 

perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya tunduk pada hukum 

Indonesia atau warga negara Indonesia. Dalam pasal tersebut pengertian 

perkawinan campuran dimaknai dengan perkawinan antara dua orang yang berbeda 

kewarganegaraan dan menganut hukum yang berbeda, bukan antara dua orang yang 

menganut agama yang berbeda. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 57 dan 66 tersebut, terdapat beberapa ahli 

hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan 

campuran beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang 

perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa 

peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh Undang-Undang 

Perkawinan ini. 5  

Ketiadaan ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-

Undang Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan 

hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi perkawinan 

beda agama dinyatakan tidak boleh, ketentuan yang didasarkan pada pandangan 

agama-agama yang ada di Indonesia, tetapi di sisi lain tidak terdapat ketentuan yang 

secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama. Hal ini dianggap terjadi 

kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga oleh sebagian ahli 

hukum, GHR masih dinyatakan tetap berlaku. Tetapi Sebagian ahli hukum lainnya 

menyatakan bahwa GHR sudah tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pandangan kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama dinyatakan 

tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menegaskan 

bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama. 

Ketidakbolehkan melakukan perkawinan beda agama dikembalikan kepada 

ketentuan agama yang diakui di Indonesia. Semua agama-agama diakui di 

                                                           
5 Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama.. op.cit., Hlm. 168 
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Indonesia menyatakan bahwa perkawinan agama termasuk dalam larangan 

perkawinan yang tidak boleh dilakukan. 

Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh 

pasangan beda agama yang akan menikah. 

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah 

pasangan melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini 

tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983. 

2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. 

Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang 

mempelai (biasanya suami), kemudian disusul dengan melaksanakan 

perkawinan sesuai hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya 

perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang 

kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan pertama. 

3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan 

menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang 

pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum. 

4. Yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar 

negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati 

susahnya kawin beda agama di Indonesia.6 

Untuk cara yang keempat, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu antara lain 

karena negara Indonesia tidak memiliki aturan yang membolehkan adanya lembaga 

perkawinan beda agama. Pada Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

mengatur perkawinan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara 

Indonesia di luar negeri atau salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia 

sedang yang lain adalah warga negara asing, adalah sah bila dilakukan menurut 

hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itul blerlangsulng dan blagi warga 

negara Indonesia tidak melanggar ULndang-ULndang ini.7 

                                                           
6 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya,  Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003, Hlm. 

102. 
7 P. N. H. Simanjulntak, Pokok-Pokok Hulkulm Perdata, Jakarta: Djamblatan, 1999, Hlm. 76 
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Namuln perkawinan yang delmikian teltap saja tidak sah selpanjang blellulm 

melmelnulhi keltelntu lan yang diatulr olelh agama. Artinya, teltap pelrkawinan yang 

blelrlakul blagi warga nelgara Indonelsia haruls melmpelrhatikan keldula aspelk, yaitul 

aspelk ULndang-ULndang dan aspelk hulkulm agama. 

Pada tataran praktiknya sullit dilaksanakan pelncatatan pelrkawinan blelda 

agama di Indonelsia, delngan masing-masing agamanya, selhingga b lelblelrapa 

pasangan blelda agama mellangsulngkan pelrkawinannya di lular nelgelri. Selblagaimana 

dikelnal dari kalangan sellelblritis Indonelsia selpelrti Yulni Sarah dan Helnri Siahaan 

mellangsulngkan Pelrkawinan di Pelrth Astralia, Titi Kamal dan Christian Sulgiono 

julga di Aulstralia.8 

Data dipelrolelh dari Kantor Dinas Kelpelnduldulkan dan Pelncatatan Sipil DKI 

Jakarta pada blullan Julni 2011, telrdapat 48 pelristiwa pelncatatan pelrkawinan lular 

nelgelri. Diantaranya telrdapat 6 pelrkawinan pasangan WNI dan WNA blelda agama, 

dan 6 pelrkawinan pasangan WNI blelda agama di lular nelgelri; yaitul pasangan Islam 

BLulddha mellangsulngkan pelrkawinan di Hongkong; pasangan Islam dan Kristeln di 

Singapulra; pasangan Islam dan Katolik di Singapulra; dan 3 pasangan Kristeln dan 

Katolik di Aulstralia dan Amelrika.9 

BLelrdasarkan paparan di atas dapat disimpullkan blahwa polelmik melngelnai 

lelgalitas pelrkawinan blelda agama di lular nelgelri masih melnjadi masalah yang 

dipelrdelblatkan. BLelblelrapa ahli melngatakan blahwa pelrkawinan blelda agama itul haruls 

dilarang dan melmang keltelntulannya telrdapat dalam Ulndang-Ulndang, namu ln di sisi 

lain blelblelrapa ahli melngatakan blahwa Ulndang-Ulndang yang dimaksu ld tidak 

melngandulng ulnsu lr larangan ulntulk mellaksanakan pelrkawinan blelda agama di 

Indonelsia maulpuln di lular nelgelri. Melski blelblelrapa ahli suldah melngatakan blahwa 

pelrkawinan telrselb lult dilarang dan mellanggar hulkulm namuln pada kelnyataannya 

dalam praktelknya masih blanyak yang mellakulkan pelrkawinan dilular nelgelri. Delngan 

dilangsulngkan pelrkawinan telrselblult selblelnarnya masih dipelrtanyakan apakah 

pelrkawinan telrselb lult blelnar diakuli lelgalitasnya melnulrult hulkulm positif yang ada di 

Indonelsia. 

                                                           
8 Sri Wahyulni, Nikah BLelda Agama.. op.cit., Hlm. 173 
9 Iblid.Hlm. 174 
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Sellain telntang lelgalitas pelrkawinannya, yang melnjadi akiblat hulkulm lainnya 

yang timblull dari pelrkawinan telrselblult adalah melngelnai anak yang lahir dari 

pelrkawianan telrselblult. Apakah anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama 

memiliki kedudukan yang sama sebagaimana anak sah, hal mana sangat bergantung 

pada adanya perkawinan atau sahnya perkawinan.  

Pelngelrtian anak melnulnjulkkan adanya blapak dan iblul dari anak itul dalam arti 

selblagai hasil pelrblulatan blelrseltulblulh dari selorang pria dan selorang wanita, maka si 

wanita mellahirkan manulsia lain yang dapat melnyatakan blahwa selorang pria adalah 

ayahnya dan selorang wanita adalah iblulnya. Melnulrult keltelntulan Pasal 42 ULndang-

ULndang Pelrkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau l selblagai 

akiblat dari pelrkawinan yang sah.10 

Delngan delmikian seltiap pelrkawinan yang sah, akan mellahirkan keltulrulnan 

yang sah pulla. Selhingga dari delfinisi Pasal 42 ULndang-ULndang Pelrkawinan 

melngandulng arti, b lahwa dari sulatul pelrkawinan yang tidak sah melngakiblatkan anak 

yang dilahirkan adalah anak tidak sah. Selhingga dari pelnjellasan diatas, maka jika 

pelrkawinan blelda agama adalah pelrkawinan yang tidak sah, maka anak yang 

dihasilkanpuln melnjadi tidak sah. 

Jika blelrdasarkan pelnjalasan diatas blelnar adanya, maka hal telrselblult sangat 

melrulgikan blagi anak yang lahir dari pelrkawinan blelda agama yang dianggap tidak 

sah blagi selblagian b lelsar masyarakat. Hal telrselblult dapat melnyelblablkan anak telrselblult 

melnjadi tidak dapat melwarisi harta dari ayahnya.11 

BLelrdasarkan ulraian latar blellakang telrselblult, pelnullis telrtarik ulntulk 

melnganalisis selcara melndalam, yang hasilnya ditulangkan dalam blelntulk pelnellitian 

delngan juldull LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR 

NEGERI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG 

PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974. 

                                                           
10 M. Indra Ridwan, Hulkulm Pelrkawinan di Indonelsia Celtakan 1, Jakarta : CV. Haji 

Masangulng, 1957, Hlm. 1-2 
11 Mullyadi, Hulkulm Waris Tanpa Wasiat, Selmarang: BLadan Pelnelrblit ULnivelrsitas 

Diponelgoro Selmarang, 2008, Hlm. 2-3 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari blelblelrapa ulraian yang dikelmulkakan pada latar blellakang, maka dapat 

diidelntifikasi masalah-masalah selblagai blelrikult 

1. Tidak adanya kelpastian hulkulm dalam ULndang-ULndang  No. 1 Tahuln 1974 

Telntang Pelrkawinan melngelnai pelrkawinan blelda agama di Indonelsia. 

2. Delngan tidak diatulrnya melngelnai pelrkawinan blelda agama di Indonelsia, maka 

warga melmilih ulntulk mellakulkan pelrkawinan telrselblult di lular nelgelri dan anak 

yang lahir dari pelrkawinan blelda agama di lular nelgelri melnjadi dipelrtanyakan 

kelduldulkan dan hak-haknya. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Pelrmasalahan yang diblahas dalam pelnellitian ini adalah : 

1. Apakah pelrkawinan blelda agama yang dilakulkan dilular nelgelri memiliki 

legalitas hukum berdasarkan ULndang-ULndang Nomor 1 Tahu ln 1974 

tentang Perkawinan? 

2. Apakah anak yang lahir dari hasil pelrkawinan blelda agama di lular nelgelri 

memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan anak sah melnulrult 

ULndang-ULndang Nomor 1 Tahuln 1974 tentang Perkawinan? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tuljulan Pelnullisan 

1. ULntulk melngeltahuli blagaimana pandangan melngelnai pelrkawinan blelda 

agama melnulrult ULndang-ULndang No. 1 Tahuln 1974. 

2. ULntulk melngeltahuli kelduldulkan selrta hak-hak anak yang lahir dari 

pelrkawinan blelda agama di lular nelgelri. 

1.4.2 Manfaat Pelnellitian 

1.4.2.1 Manfaat Teloritis 

1. Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmblelrikan blahan blagi 

pelrkelmblangan ilmul hulkulm dalam blidang akadimisi, blaik blagi pelnelliti 

lain maulpuln selblagai pelmblellajaran mahasiswa.  
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2. Pelnellitian ini diharapkan mampul melmblelrikan sulmblangan pelmikiran 

telrhadap pelrkelmblangan ilmul hulkulm pada ulmulmnya dan hulku lm dalam 

Pelrkawinan, telrultama telntang Pelrkawinan BLelda Agama. 

1.4.2.2 Manfaat Praktis 

1. Melmblelrikan kontriblulsi pelmikiran kelpada masyarakat dalam 

mellakulkan tindakan hulkulm, khulsulsnya telrkait Pelrkawinan BLelda 

Agama. Melmblelrikan masulkan kelpada pelnelgak hulkulm, dalam 

pelmblulatan atulran, pelngamblilan kelblijakan, maulpuln kelpultulsan. 

2. Hasil pelmikiran ini dapat digulnakan selblagai sulmblangan karya ilmiah 

dalam pelrkelmblangan ilmul pelngeltahulan, selrta dapat blelrmanfaat 

selblagai peldoman dalam pelmblelrian analisis Pultulsan blelrikultnya dan 

pelmelcahan masalah praktis di blidang hulkulm Pelrkawinan, telrultama 

telntang Pelrkawinan BLelda Agama. 

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Kelrangka Teloritis 

Kelrangka teloritis blelrisi melngelnai telori-telori hulkulm yang rellelvan 

digulnakan ulntulk melmblahas dan melnganalisis masalah hulkulm dalam pelnellitian ini, 

telori telrselblult adalah selblagai blelrikult: 

1. Telori Kelkosongan Hulkulm 

Melnulrult Prof. Jimly Asshiddiqiel, kelkosongan hulkulm ialah kelwajiblan 

otoritas ulntulk melmblelrikan sulatul sanksi yang tidak ditelntulkan olelh norma hulkulm 

yang suldah ada selring dikatakan diblelrikan selcara tidak langsulng, yaitul mellauli sulatul 

fiksi. Fiksi ini adalah blahwa tata hulkulm melmiliki sulatul kelkosongan (gaps), artinya 

blahwa hulkulm yang blelrlakul tidak dapat ditelrapkan pada kasuls konkrelt karelna tidak 

ada norma ulmulm yang selsulai delngan kasuls ini. idel ini selcara logis blelrarti tidak 

mulngkin melngaplikasikan hulkulm valid yang ada kelpada kasuls konkrelt karelna 

tidak adanya pelrmis yang diblultulhkan.12 

                                                           
12 Jimly Asshiddiqiel dan Ali Safa’at, Telori Hans Kellseln, Jakarta: Selkelrtariat Jelndral & 

Kelpanitelraan MK RI, 2006, Hlm. 130 

Legalitas Perkawinan.., Ayryn Ovalianda Sentosa, Fakultas Hukum, 2023



9 
 

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam 

memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu 

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan 

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. 

Manullang). Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Sudikno 

Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa 

yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat 

dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun 

hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap 

orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

3. Telori Pelnelgakan Hulkulm 

Jimly Asshiddiqiel melnyatakan blahwa Pelnelgakan Hulkulm adalah prosels 

dilakulkannya ulpaya telgaknya ataul blelrfulngsi norma-norma hulkulm selcara nyata 

selblagai peldoman pelrilakul dalam lalul lintas ataul hulblulngan-hulblulngan hulku lm dalam 

kelhidulpan blelrmasyarakat dan blelrnelgara.13 Pelnelgakan hulkulm dituljulkan ulntulk 

melningkatkan keltelrtiblan dan kelpastian hulkulm di dalam masyarakat.  Pelnelgakan 

hulkulm yang di tinjaul dari sisi sulbljelknya dapat diartikan selblagai pelnelgakan hulkulm 

yang dilakulkan olelh sulbljelk yang lulas maulpuln sulbljelk dalam arti yang telrb latas ataul 

selmpit. Sulbljelk dalam arti lulas adalah prosels pelnelgakan hulkulm yang melliblatkan 

sellulrulh sulbljelk hulkulm dalam seltiap hulblulngan hulkulm. Sulbljelk yang dilihat dalam 

arti selmpit adalah ulpaya aparatulr pelnelgakan hulkulm telrtelntul ulntulk melnjamin dan 

melmastikan blahwa sulatul atulran hulkulm telrselblult dijalankan, apablila dipelrlulkan 

dapat dipelrkelnankan ulntulk melnggulnakan daya paksa.14 

                                                           
13 Jimly Asshiddiqiel, ”Pe lnelgakan Hulkulm,” www.jimly.com, diakse ls tanggal 7 Julni 2022 

pulkull 14.52. 
14 Iblid. 
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1.5.2 Kelrangka Konselptulal 

1. Pelrkawinan 

Melnulrult istilah blahasa Indonelsia adalah “pelrkawinan”. BLahasa ini 

kelrap kali dibleldakan antara “nikah” dan “kawin”, akan teltapi pada prinsipnya 

antara “Pelrkawinan” dan “pelrkawinan” hanya blelrblelda di dalam melnu lrult akal 

kita saja. Apablila ditinjaul dari selgi hulkulm nampak jellas blahwa Pelrkawinan 

ataul pelrkawinan adalah sulatul akad sulci dan lulhulr antara laki-laki dan 

pelrelmpulan yang melnjadi selblabl sahnya statuls selblagai sulami istri dan 

dihalalkannya hulblulnagan selksulal delngan tuljulan melcapai kellularga sakinah, 

pelnulh kasih sayang, kelblajikan dan saling melnyantulni.15 

2. Pelrkawinan BLelda Agama 

Pelrkawinan blelda agama ataul blisa diselblult julga Pelrkawinan antar agama 

adalah Pelrkawinan yang dilakulkan antara laki-laki dan pelrelmpu lan yang 

masing- masing blelrblelda agama. Pelrkawinan antara laki-laki ataul pelrelmpulan 

mulslim delngan laki-laki ataul pelrelmpulam non mulslim. Pelrmikahan antar 

agama ini kadangkala diselblult “Pelrkawinan campulran” (mix marriagel).16 

3. Anak 

Anak melnulrult blahasa adalah keltulrulnan keldula selblagai hasil antara 

hulblulngan pria dan wanita. Dalam konsidelran ULndang-ULndang No. 23 Tahuln 

2002 telntang pelrlindulngan anak, dikatakan blahwa anak adalah amanah dan 

karulni Tulhan Yang Maha ELsa, yang dalam dirinya mellelkat harkat dan martablat 

selblagai manulsia selultulhnya.17 

 

 

 

  

                                                           
15 Suldarsono, Hulkulm Kelkellulargaan Nasional, Jakarta : PT.Rinelka Cipta, 1991, Hlm.62 
16 Delwi Sulkarti, Pelrkawinan Antar agma melnulrult Al-qulr’an dan Hadis Vol. 15 , Jakarta : 

PBLBL ULIN, 2003, Hlm. 26 
17 M. Nasir Djamil, Anak BLulkan ULntulk Dihulkulm, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 8 
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1.5.3 Kelrangka Pelmikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jelnis Pelnellitian 

Dalam prosels pelnellitian, pelnullis melnggulnakan meltodel yulridis-normatif 

ialah pelnellitian hulkulm normatif ataul pelnellitian kelpulstakaan yang melngkaji stuldi 

dokulmeln yakni melnggulnakan blelrblagai data selkulndelr selpelrti pelratulran 

pelrulndang-ulndangan, pultulsan pelngadilan, telori hulkulm dan dapat blelrulpa pelndapat 

sarjana. 

 

Pe lrkawinan ble lrdasarkan ULndang-

ULndang No. 1 Tahu ln 1945 Tentang 

Perkawinan 

 

Pe lrkawinan Se lagama Pe lrkawinan BLelda Agama 

Dilaksanakan di Lular 

Ne lge lri 

Dilaksanakan di dalam 

atau di luar negeri  

Permasalahan Hak dan Kelduldulkan Anak 
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1.6.2 Pelndelkatan Pelnellitian 

Pelndelkatan yang digulnakan dalam pelnellitian ialah antara lain pelndelkatan 

pelrulndang-ulndangan, pelndelkatan kasuls, pelndelkatan pelrblandingan dan 

konselptulal yang telrgantulng pada blelntulk dan sifat masalah (isul hulkulm) pelnellitian 

yang ingin dipelcahkan. 

1.6.3 Sulmblelr BLahan Hulkulm 

Sulmblelr blahan hulkulm yang didapat mellaluli pelnellulsulran hulkulm delngan 

melncari hulkulm yang blelrlakul yaitul melnelntulkan kaidah hulkulm yang blelrlakul 

telrhadap sulatul fakta hulkulm dan melncari selrta melnelntulkan pelnelrapan hulkulm 

telrhadap fakta telrselblult. BLahan hulkulm telrdiri atas: 

1. BLahan Hulkulm Primelr 

BLelrulpa pelratulran pelrulndang-ulndangan selpelrti ULndang-ULndang No. 1 Tahuln 

1974 Telntang Pelrkawinan. 

2. BLahan Hulkulm Selkulndelr 

BLahan-blahan yang elrat hulblulngannya delngan blahan hulkulm primelr dan 

dapat melmblantul selrta melnganalisis selpelrti Rancangan ULndang-ULndang, 

BLulkul-BLulkul Telntang Hulkulm, Julrnal Hulkulm. Hasil Pelnellitian Hulkulm, 

Makalah Hulkulm dan selblagainya. 

3. BLahan Hulkulm Telrsielr 

BLahan-blahan yang melmblelrikan informasi telntang blahan hulkulm primelr 

dan selkulndelr. Contoh : Koran, Kliping, Majalah, Data dari Intelrnelt dan 

selblagainya. 

1.6.4 Meltodel Pelngulmpullan BLahan Hulkulm 

Sulmblelr blahan hulkulm yang didapat mellaluli pelnellulsulran hulkulm delngan 

melncari hulkulm yang blelrlakul yaitul melnelntulkan kaidah hulkulm yang blelrlakul 

telrhadap sulatul fakta hulkulm dan melncari selrta melnelntulkan pelnelrapan hulkulm 

telrhadap fakta telrselblult. 

1.6.5 Meltodel Pelngolahan dan Analisis BLahan Hulkulm 
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Analisis hu lkulm normatif melnggulnakan logis normatif yaitul blelrdasarkan 

logika dan pelratulran pelrulndang-ulndangan. Sellain itul melnggulnakan logika 

silogismel yaitul melnarik kelsimpullan yang suldah ada. Kelmuldian data telrselblult 

diolah mellaluli meltodel kulalitatif yaitul kelsimpullan yang ditulangkan dalam blelntulk 

pelrnyataan dan tullisan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

ULntulk lelblih jellasnya telntang proposal ini dan tuljulan dari pelmblahasan pelnullis 

melngulraikan selcara ringkas sistelmatika pelnullisan yang diblagi dalam elmpat blabl, 

selblagai blelrikult: 

Bab I Pelndahullulan 

Telrdiri dari latar blellakang masalah, idelntifikasi masalah dan pelrulmulsan 

masalah, tuljulan dan manfaat pelnellitian, kelrangka teloritis, kelrangka 

konselptulal dan kelrangka pelmikiran, meltodel pelnellitian selrta sistelmatika 

pelnullisan. 

Bab II Tinjaulan Pulstaka 

Yang telrdiri tinjaulan ulmulm melngelnai pelrkawinan, dan tinjaulan ulmulm 

telntang pelrkawinan blelda agama yang dilaksanakan di lular nelgelri. 

Bab III Oblyelk Pelnellitian 

Pada blabl ini akan diulraikan melngelnai masalah ataul oblyelk ataul titik fokuls 

dalam pelnellitian ini. Telrmasulk selngkelta ataul kasuls, kondisi dan keladaan 

lapangan dalam kasuls pelrkawinan blelda agama yang dilakulkan di lu lar nelgelri 

yang ada di Indonelsia.  

Bab IV Pelmblahasan dan Analisis Hasil Pelnellitian 

Pelmblahasan dan analisis hasil pelnellitian dalam blabl ini pelnullis akan 

melngulraikan analisis dari stuldi kasuls hulkulm pelrkawinan blelda agama yang 

dilaksanakan di lular nelgelri yang ada di Indonelsia. 

Bab V Pelnultulp 

BLabl ini pelnullis akan melngulraikan hasil, dan kelsimpullan dan saran pelnullis, 

kelsimpullan telrselblult melrulpakan rulmulsan masalah I dan masalah II dan saran 

pelnullis selsulai delngan telma pelnellitian yang pelnullis blahas.
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